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Rangkuman Eksekutif

Better Work telah melakukan penilaian kondisi kerja
di pabrik garmen berorientasi ekspor di Indonesia
sejak tahun 2011. Loporan ini mengacu pada
temuan penilaian yong dilakukan antara bulan
Januari 2017 dan Januari 2018 oleh Better Work
Indonesia di 172 pabrik.

Data yang dianalisis menunjukkan kepatuhan
terhadap standar ketenagakerjoan dan kondisi kerjo

berdasarkan delapan klaster kepatuhan Better Work:

Pekerja Anak, Diskriminasi, Kerja Paksa, Kebebasan
Berserikat dan Perundingan Bersama, Kompensasi,
Kontrak dan Sumber Daya Manusia, Keselamatan
dan Kesehatan Kerja, dan Waktu Kerja.

Bagian tentang temuan rinci tahun ini (Bagian

1) fokus pada 20 isu yang memiliki angka
ketidakpatuhan tertinggi (yaitu di atas 40 persen).
Untuk masing-masing bagian tersebut, laporan

ini mendokumentasikan alasan ketidakpatuhan,
serta menyoroti upaya BWI, terutama yang
melampaui layanan inti, untuk mengurangi angka
ketidakpatuhan. Untuk laporan ini, BWI memilih
untuk fokus pada lebih sedikit isu dan memberikan
analisis lebih mendalam guna untuk menarik
perhatian pada alasan umum ketidakpatuhan, dan
untuk menunjukkan bagaimana BWI menggunakan
temuannya untuk memberikan informasi pada
prakarsa-prakarsa mendatang, khususnya dengan
para pemangku kepentingan nasional.

Sebagaimana dalam Laporan Tahunan
sebelumnya, Rangkuman Eksekutif juga mencakup
rangkuman luas ketidakpatuhan pada tingkat Titik
Kepatuhan. Selain itu, tabel data komprehensif
tersedia untuk semua pertanyaan ketidokpatuhan
di lampiran untuk berfungsi sebagai acuan.

TANTANGAN UMUM TERHADAP KEPATUHAN

BWI menemukan benang merah di antara alasan-

alasan ketidakpatuhan yang dikemukakan.
Memahami kendala umum kepatuhan ini

sangat penting bagi BWI untuk menyesuaikan
intervensinya dengan tantangan industri, dan untuk
memberikan pemahaman terkini tentong industri
untuk memastikan bahwa layanan BWI relevan
dengan konteks sektor garmen Indonesia.

Beberapa alasan ketidakpatuhan yang paling
sering dikemukakan meliputi: kesalahpahaman
terhadap undang-undang ketenagakerjaan

karena kesenjangan kemunikasi atau ambiguitas
peraturan; kurang memadainya pelatihan staf
untuk memenuhi kebutuhan regulosi/perizinon;
dan kurangnya sistem manajemen untuk bahayo
Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Terdapat

juga isu “administratif” di balik ketidakpatuhan
(misalnya, tidak adanya peroturan doerah tentang
keamanan bangunan di beberapa kabupaten).
Selain itu, tekanan sourcing (pengadaan barang
dan jasa) disebut sebagai tantangan utama untuk
mematuhi pembatasan jam lembur berdasarkan
undang-undang ketenagakerjaan nasional,
terutama mengingat jam kerja mingguan Indonesia
yang relatif lebih rendah, bila dibandingkan dengan
para pesaing regional.

STANDAR KETENAGAKERJAAN INTI ILO

Pekerja Anak

Tidak ada temuan anak berusia di bawah 15 tahun
yang bekerja di pabrik yang terdaftar pado BWI.
Sumber ketidakpatuhan dalam klaster Pekerja Anak
meliputi satu kasus (1 persen) pekerja berusia di
bawah 18 tahun yang bekerja di sebuah lingkungan
yang, sesuai peraturan yang berlaku, dianggap
berbahaya; satu kasus (1 persen) dokumentasi
pekerja berusia di bawah 18 tahun yang tidak
sesuai; dan dua kasus (1 persen) pabrik yang tidak
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memiliki sistem verifikasi.

Diskriminasi

Ketidokpatuhan dalam klaster Diskriminasi
sebagian besar disebabkan oleh ketidakmampuan
mematuhi persyaratan nasional tentang
mempekerjokan penyandang disabilitas. 81 persen
pabrik tidak mematuhi kuota yang ditetapkan, yaitu
satu penyandang disabilitas dipekerjakan untuk
setiap 100 pekerja. Meskipun pentingnya peraturan
untuk inklusi sosial semacam itu, don bahkan
dengan prakarsa Better Work dan pemerintah untuk
menangani isu ini, pabrik masih tetap mengalami
kesulitan dalam mendorong penyandang disabilitas
agar melamar pekerjaan.

Kerja Paksa

Dalam periode pelaporan ini hanya ada satu pabrik
(1 persen) yang tidak patuh dalam titik kepatuhan
Pemaksaan. Satu pabrik ditemukan menunda
pembayaran dan menoclok pekerjo mengakses
dokumen pribadi mereka.

Kebebasan Berserikat Dan Perundingan Bersama

Ketidakpatuhan di bawah klaster Kebebasan
Berserikat dan Perundingan Bersama sebagian
besar karena isu-isu pada Perundingan Bersama,
dengan 23 persen pabrik tidak patuh. Terdapat
persentase lebih kecil pabrik yang tidak patuh pada
isu-isu yang terkait dengan Kebebasan Berserikat
(4 persen pabrik), Intervensi dan Diskriminasi (3
persen pabrik), dan Operasi Serikat Pekerja (2 persen
pabrik). Klaster ini bersama dengan beberapa aspek
klaster Diskriminasi, termasuk isu-isu misalnya
pelecehan seksual, mungkin sangat kurang
dilaporkan karena sulitnya mendapatkan bukti
ketidokpatuhan yang memadai, sebagaimana
diharuskan oleh penilaian Better Work.

KONDISI KERJA

Kompensasi

Angka ketidakpatuhan dalam klaster Kompensasi
terkonsentrasi pada Jaminan Sosial dan Manfaat
Lainnya (76 persen pabrik tidak patuh) dan

Upah Lembur (49 persen pabrik tidak patuh).
Ketidakpatuhan dolam klaster Kompensasi

juga teramati di Informasi, Penggunaan, dan
Pemotongan Upah (28 persen pabrik tidak patuh);
Upah Minimum/Upah Satuan (35 persen); dan Cuti
Berbayar (19 persen).

Kontrak Dan Sumber Daya Manusia

Angka ketidakpatuhan dalam Klaster Kontrak dan
Sumber Daya Manusia adalah 72 persen untuk
Prosedur Kontrak; 63 persen untuk kontrak kerja;

59 persen untuk Dialog, Disiplin, dan Perselisihan
dan Kontrak Kerja; dan 38 persen untuk Pemutusan
Hubungan Kerja.

Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

Sebagaimana dalam laporan sebelumnya,

angka ketidokpatuhan dalom Keselomatan

dan Kesehatan Kerja (K3) terus tinggi. Angka
ketidakpatuhan tertinggi terkonsentrasi di Layanan
Kesehatan dan Pertolongan Pertama (90 persen),
Sistern Manajemen K3 (90 persen), Perlindungan
Pekerja (85 persen), Kesiapsiagaan Darurat (85
persen) dan Bahan Kimia dan Zat Berbahaya (80
persen). Kurangnya sistem manajemen yang tepat
merupakan salah satu alasan paling menonjol
yang dikemukakan untuk kekurangkepatuhan, dan
Bagian Il merinci prakarsa BW dalam konsultasi,
pelatihan, dan keterlibatan pemangku kepentingan
untuk berupaya memperbaiki isu-isu K3 yang terus
terjadi.

Waktu Kerja

Sebagian besar pabrik (66 persen) tidak memenuhi
batas lembur harian dan mingguan. Isu-isu lembur
masih tetap menjodi tantangan untuk industri
garmen, dan penelitian Better Work memberikan



bukti konsekuensi buruk tekanan sourcing. Perhatian
manajer pabrik terhadap tekanan rantai pasokan
misalnya pesanan tidak pasti, denda keterlambatan
pengiriman, dan perubahan persyaratan teknis,
persyaratan pabean Indonesia, juga bisa
menyebabkan pelanggaran terhadap jom kerja.

Lebih dari 45 persen pabrik tidak patuh terhadap
persyaratan waktu kerja reguler. Isu utamanya
meliputi waktu kerja reguler untuk penjaga
keamanan dan tidak akuratnya catatan kehadiran,
yang sebagian besar karena lembur pada hari
Minggu atau lebih dari tiga jam. Terakhir, 35 persen
pabrik tidak memberi pekerja beberapa jenis cuti
wajib.
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PROFIL INDUSTRI

Industri garmen, bersama dengan industri tekstil,
merupakan kontributor penting perekonomian
Indonesia. Pada tahun 2017, Organisasi Perdagangan
Dunia melaporkan bahwa Indonesia masuk dalam
peringkat 10 besar eksportir pakaian global', dengan
nilai ekspor USD 7 miliar pada tahun 20162

Pemerintah Republik Indonesia telah menyusun
Rencana Utama Pengembangan Industri Nasional
untuk tahun 2015 hingga 2035° di mana tekstil

dan produk tekstil* merupakan salah satu dari 10
industri prioritas teratas yang akan dikembangkan.
Kementerian Perindustrian telah memproyeksikan
bahwa industri tekstil dan produk tekstil akan tumbuh
rata-rata 11 persen per tahun. Target Kementerian
tersebut untuk tahun 2019 adalah bahwa nilai ekspor
industri tekstil dan produk tekstil Indonesia akan
mencapai USD 15 miliar dan akan menciptakan
peluang kerja bagi 3,11 juta orang®.

Pada tahun 2016, menurut Asosiasi Pertekstilan
Indonesia (API), total ekspor tekstil dan produk tekstil
Indonesia adalah USD 11,83 miliar, dengan ekspor

ke AS mencapai 32,34 persen dari total, diikuti

oleh pasar Eropa dengan 14,97 persen dan Jepang
sebesar 10,06 persen®.

Terdapat 2.253 pabrik garmen berukuran menengah
dan besar’ di Indonesia, yang utamanya
memproduksi kemeja, kaos katun, korset, pakaian
dalam, mantel, baju olahraga, dan celana panjang.
Pada tahun 2013, industri ini mempekerjakan sekira
2 juta pekerja, yang 636.684 diantaranya bekerja di
pabrik garmen skala besar dan menengah®. Daerah
produksi utama untuk garmen dan produk tekstil

di Indonesia adalah provinsi DKI Jakarta, Jawa
Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Provinsi Jawa

Barat mengisi sekira 55 persen distribusi geografis
industri tersebut®. Meskipun pertumbuhan industri
pakaian jadi terlihat lesu dolam tiga tahun terakhir,
Kementerian Perindustrian melaporkan bahwa

laju arus investasi di sektor ini tetap stabil dengan
pembukaan pabrik-pabrik baru di kawasan industri
baru di sekitar Jawa Barat dan Jawa Tengah™.

BETTER WORK INDONESIA

Better Work merupakan sebuah kemitraan antara
Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan
International Finance Corporation (IFC) dan
bekerjasama dengan pemangku kepentingan lokal
dan internasional utama lainnya, termasuk merek-
merek internasional yang sourcing dari Indonesia.
Program ini diluncurkan pada tahun 2008 atas
permintaan dan dengan dukungan Pemerintah
Indonesia dan mitra sosial. Tujuan program ini
adalah untuk mengurangi kemiskinan dengan
memperluas peluang kerja layak di sektor garmen.
Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan
daya saing industri dengan memastikan kepatuhan
terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan
Indonesia dan Standar Ketenagakerjaan Inti ILO dan
dengan meningkatkan kinerja ekonomi di tingkat
perusahaan.

BWI terlibat dengan pabrik-pabrik yang
berpartisipasi dengan melakukan penilaian
independen dan menawarkan layanan konsultasi
dan pelatihan (layanan inti). Selain itu, program
ini berbagi informasi dengan semua pemangku
kepentingan dan menggunakan data agregatnya
untuk menggandeng pemangku kepentingan
lokal. Program ini mendapatkan pertimbangan
dari Komite Penasihat Proyek (KPP) tripartit,
yang beranggotakan perwakilan dari pemerintah,
organisasi pengusaha dan organisasi pekerja". KPP
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memainkan peran penting dalam membangun
dukungan pemangku kepentingan untuk program
ini, mengidentifikasi tantangan dan membangun
konsensus tripartit di seputar usulan solusi. KPP
mengadakan pertemuan rutin di mana anggota
mendiskusikan isu-isu terkini dalam industri dan
melakukan tukar pendapat mengenai poin-poin aksi.
KPP dilengkapi oleh forum pembeli tahunan, yang
memberikan konsultasi pemangku kepentingan yang
luas.

PRAKARSA UTAMA DENGAN KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN DAN MITRA SOSIAL

Tujuan jangka panjang Better Work adalah
menyediakan kerja layak di sektor garmen dan alas
kaki sekaligus mendorong daya saing bisnis dan
mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Ini hanya
dapat dicapai dengan keterlibatan berkelanjutan di
tingkat pabrik, sekaligus juga mendorong kebijakan
pemerintah yang mendukung dan memberdayakan
pekerja dan manajemen untuk bekerja dalam
kemitraan.

Selama periode pelaporan untuk laporan

tahunan ini, kemitraan BWI dengan pemerintah
Indonesia dan khususnya dengan Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) dipelihara melalui,
diantara prakarsa lain, komite ad hoc untuk
penafsiran dan penegakan hukum (selanjutnya
disebut sebagai komite ad hoc) - sebuah forum
diskusi utama tentang aplikabilitas hukum.
Kemitraan ini juga mencakup pemberian dukungan
teknis kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk
memperkuat sistem Pengawasan Ketenagakerjaan
Indonesia. Kementerian, melalui Direktorat

Jenderal Pengawasan Ketenagaokerjaan dan K3,
menyusun sebuah naskah kebijakan di mana
direktorat jenderalnya memberikan gambaran
singkat tentang situasi terkini pengawasan
ketenagokerjoan Indonesia, dan ide-ide dan rencana
untuk meningkatkannya. Naskah kebijakan tersebut
bertujuan untuk mendapatkan dukungan politik
dan keuangan dari Kementerian-kementerian

terkait lainnya dan lembaga-lembaga Pemerintah
lainnya serta dari Parlemen Indonesia. Penyusunan
naskah kebijakan tersebut akan diikuti dengan
dukungan teknis lebih lanjut dari ILO melalui
serangkaian pertemuan perencanaan teknis

dengan pengawas ketenagakerjaan Indonesia

gunao untuk mengembangkan sistem pengawasan
ketenagakerjaan yang lebih baik dalam kerangka
Pendekatan Pengawasan Ketenagakerjaoan Strategis
ILO.

Upaya bersama untuk memperkuat proses
pengawasan tenaga kerja Indonesia lainnya adalah
pengembangan dan penandatanganan Protokol
Penanganan Kasus Toleransi Nol (Zero Tolerance
Protocol/ZTP). ZTP, yang teloh didiskusikan secara
intensif antara Direktorat Jenderal Pengawasan
Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3) Kementerian Ketenagakerjaan dan

BWI, ditandatangani di Jakarta pada tanggal 5
Maret 2018 oleh Direktur Jenderal Pengawasan
Ketenagakerjaan dan K3, Sugeng Priyanto, dan
Direktur ILO untuk Indonesia, Michiko Miyamoto.
ZTP menetapkan prosedur utama dan mekanisme
koordinasi yang harus diambil baik oleh Kementerian
Ketenagakerjoan maupun ILO melalui program
Better Work Indonesia (BWI) dalam menangani
laporan temuan ketidakpatuhan tertentu yang
dianggap sebagai toleransi nol di bidang pekerja
anak, kerja paksa, diskriminasi di tempat kerja,

K3 dan kebebasan berserikat di pabrik garmen
berorientasi ekspor yang berpartisipasi dalam BWI.

Selanjutnya, sebagai bagian dari kerjosamanya
dengan Direktorat Jenderal Pengawasan
Ketenagakerjaan dan K3 dan Direktorat Jenderal
Hubungan Industrial dan Jominan Sosial
Ketenagakerjaan, Better Work Indonesia sedang
menyusun seperangkat pedoman praktis tentang
penggunaan kontrak kerja waktu terbatas
(pekerja tidak tetap/PKWT) untuk pekerja yang
direkrut langsung oleh pabrik garmen berorientasi
ekspor. Pedoman tersebut bertujuan menangani
kesalahpahaman terhadap undang-undang



ketenagakerjaan atau ambiguitas peraturan untuk mengikuti pelatihan K3 bersertifikat dan
tentang isu-isu tersebut sehingga lebih banyak berencana memfasilitasi pelatihan anggota serikat
pabrik yang patuh dan sehingga jenis kontrak ini pekerja oleh perwakilan.
digunakan hanya dalam situasi terbatas, sesuai
dengan persyaratan hukum. Pada tahun 2017,
separuh pabrik yang terdaftar di BWI tidak mematuhi
batasan hukum tentang penggunaan perjanjian
kerja tidak tetap untuk PKWT. Pabrik yang tidak
mematuhi batas penggunaan pekerja tidak tetap
lebih berkemungkinan juga tidak patuh dalam hal
upah/jam lembur, dan pembayaran upah minimum
untuk pekerja non-reguler. Penggunaan PKWT

juga dapat menimbulkan ketegangan hubungan
industrial dan ketidakpatuhan atau isu-isu lain
(misalnya, pekerja hamil yang melihat kontraknya
diputus). Penggunaan PKWT yang berlebihan juga
dionggap menjadi penyebab kurangnya investasi
dalam keterampilan pekerja. Pedoman tersebut
sedang disusun melalui sebuah proses partisipatif
dan konsultatif yang melibatkan pabrik, pekerja

dan pemerintah baik di tingkat nasional maupun
daerah. Dengan ini kami berharap dapat menyusun
sebuah produk yang menjowab kebutuhan nyata

di lapangan tetopi yang juga digunakan oleh para
pelaku terkait. Pedoman tersebut akan diterbitkan
pada kuartal terakhir tahun 2018. Pedoman tersebut
tidak bertujuan mengubah undang-undang atau
menciptakan persyaratan baru maka, oleh karena itu,
tidak semua isu akan ditangani tetapi ini merupakan
langkah pertama untuk menangani isu-isu yang
lebih luas terkait dengan kontrak . Proses konsultasi
tripartit yang diadopsi menunjukkan kepada semua
yang terlibat bahwa dialog itu mungkin dilakukan
dan berapa banyak yang bisa dicapai bersama.

BWI juga berupaya melaksanakan program-
program khusus untuk mendukung kapasitas

dan penjangkauan serikat pekerja dan organisasi
pengusaha di sektor ini. Program serikat pekerja
bertujuan untuk meningkatkan kapasitas serikot
pekerja di tingkat pabrik dan cabang untuk
mencegah dan menyelesaikan sengketa dan
memajukan hak, lebih mendukung anggotanya,
dan meningkatkan kerjasama antar dan intra serikat
pekerja. BWI membantu perwakilan serikat pekerja






Bagian lI: Temuan

SITUASI KEPATUHAN

Gambar 1 merangkum angka ketidakpatuhan untuk 172 pabrik yang dinilai dalam periode pelaporan ini.
Angka ketidakpatuhan bersama dengan jumlah pabrik dilaporkan untuk tiap poin klaster di bawah delapan
Klaster Standar Ketenagakerjaan Inti dan Kondisi Kerja. Pembahasan rinci masing-masing poin klaster
disajikan di bagian berikutnya.

GAMBAR 1. ANGKA KETIDAKPATUHAN MENURUT POIN

Angka Ketidakpatuhan Berdasarkan Poin Kepatuhan -- Januari 2017 - Januari 2018
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Bagian Temuan Rinci fokus pada 20 pertanyaan
ketidokpatuhan dengan angka TP di atas 40
persen. Bagian ini akan membahas alasan
tingginya ketidakpatuhan dan menguraikan
beberapa prakarsa yang ditujukan untuk
mengurangi angka ketidakpatuhan. Program ini
berupaya untuk terus menganalisis alasan di balik
ketidakpatuhan guna untuk mengembangkan
prakarsa untuk mengatasi isu-isu yang masih terus
terjadi.

1. PEKERJA PENYANDANG DISABILITAS: (APAKAH
PEMBERI KERJA MEREKRUT SATU PEKERJA
PENYANDANG DISABILITAS UNTUK SETIAP 100
PEKERJA?)

BWI menemukan 81 persen pabrik tidak patuh
selama periode evaluasi, menjadikan ini sebagai
isu dengan angka ketidakpatuhan tertinggi untuk
Laporan Tahunan 2018. BWI menemukan bahwa
penyebab tingginya ketidokpatuhan itu kompleks,
tetapi salah satu tantangan utama adalah persepsi
bahwa mendopatkan kandidat penyandang
disabilitas membutuhkan upaya yang cukup besar,
yang akibatnya, prakarsa tingkat pabrik untuk

mencari pekerja penyandang disabilitas jarang ada.

Pabrik memang bekerja dengan Kementerian Sosial
untuk mencari kandidat, tetapi sumberdaya yang
ada terbatas untuk aktif mencari, melatih, dan
mempertahankan pekerja penyandang disabilitas.
BWI didorong oleh program-program Kementerian
Sosial agar mempromosikan pelatihan kejuruan
bagi pekerja penyandang disabilitas, tetapi
sumberdaya yang tersedia tidak mencukupi untuk
program pelatinan khusus sektor garmen.

Terakhir, kesulitan dalam mempekerjakan pekerja
penyandang disabilitas tidok dapot dipisahkan dari
hambatan yang lebih luas yang dihadapi oleh para
pekerja ini. Yakni, masalah akses terkait dengan
transportasi ke dan dari pabrik, dan masalah akses
lainnya terus menjadi hambatan bagi penyandang
disabilitas di Indonesia.

BWI melihat bahwa pabrik sudah
menjangkau Organisasi Penyandang
Disabilitas (OPD), sementara beberapa

mitra merek BW mempertahankan prakarsa
mereka sendiri. Selain itu, BWI memberikan
peningkatan kapasitas kepada kantor-kantor
dinas ketenagakerjaan pada kesempatan
sebelumnya mengenai isu ini. Selain

melatih petugas Kemenaker daerah, BW
bermitra dengan bagian-bagian lain ILO
untuk memberikan Pelatihan Kesetaraan
Disabilitas (PKD) untuk mengubah pola

pikir tentang mempekerjakan pekerja
penyandang disabilitas. BWI melihat bahwa
beberapa pekerja penyandang disabilitas
telah menghubungi BWI untuk mencoba dan
memasuki kembali industri garmen setelah
mereka sebelumnya meninggalkan angkatan
kerjo karena alasan pribadi.

Lebih banyak yang harus dilakukan

untuk menangani isu ini dan Better Work
Indonesia terus berdiskusi aktif dengan
lembaga-lembaga nasional terkait termasuk
pemerintah dan mitra sosial.

2. KETENTUAN HUKUM TENTANG BANGUNAN:
(APAKAH PEMBERI KERJA MEMASTIKAN BANGUNAN
AMAN DAN MEMILIKI IJIN YANG DIWAJIBKAN OLEH
HUKUM?)

Undang-Undang Keselamatan Bangunan No.
28 (2002) mewajibkan bangunan memiliki izin
keselamatan yang sesuai. Tingginya angka
ketidakpatuhan dalam isu ini (72 persen dari
semua pabrik) sebagian besar terkait dengan
ketidakmampuan pabrik untuk mendapatkan
izin keselamatan. Undong-Undang Keselamatan
Bangunan mewajibkan pemerintah daerah
mengeluarkan izin keselamatan, dan dengan tidak
adanya peraturan atau sumberdaya pemerintah
daerah, pabrik harus mendapatkan sertifikasi
pihak ketiga. Cabang lokal Dinas Pekerjaan
Umum bertanggung-jawab mengeluarkan







































































































































